[ SALINAN ]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
101/PMK.07/ 2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional,
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1884);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan  Republik Indonesia  Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/
PMK.07 /2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer
Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5);
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17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);

18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019 Nomor 129) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Nomor 129j;

19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2020 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ angka 5 (lima) dan
angka 6 (enam) serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut :



(1)

(5)

(5a)

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati,
dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :
1. Surat Pengantar;

2. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
4. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

5. Surat Pernyataan Kebenaran  Permintaan
Penyaluran Dana Desa.

. tahap II tanpa dokumen persyaratan,
c. tahap III berupa :
1. Surat Pengantar;

2. Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa;

3. Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa;

4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Keluaran Dana Desa  Tahun  Anggaran

Sebelumnya;
5. Dihapus;
6. Dihapus; dan
7. Surat  Pernyataan Kebenaran  Permintaan

Penyaluran Dana Desa.

Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, untuk seluruh
desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

Dihapus.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
dasar desa yang layak salur melalui aplikasi yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dokumen  persyaratan penyaluran Dana  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau
dokumen elektronik (softcopy).
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2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ angka 4 (empat) dan
angka 5 (lima) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(4)

Pasal 11

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :
1. Surat Permohonan;

2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2020,

3. foto copy Buku Rekening Kas Desa;

4. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang
Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Desa;

5. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Urusan
Keuangan,

6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah
Desa;

7. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2020;

8. Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa;
dan

9. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang
didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
c. tahap III berupa :
1. Surat Permohonan;
2. Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa;

3. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahan anggaran sebelumnya;

4. Dihapus; dan
5. Dihapus.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ angka 4, dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap
Desa.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan kondisi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3).
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(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa setiap minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala
Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada
Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), berpedoman pada ketentuan peraturan yang
dikeluarkan oleh kementerian terkait.

3. Ketentuan Pasal 25A ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 25A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan
tidak melaksanakan kegiatan BLT-DD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi
berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahap II
Tahun Anggaran 2021 sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal
berdasarkan hasil musyawarah desa khusus tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.

(3) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa
yang diketahui oleh Camat.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat
penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI



Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 06-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 96.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Ny%ﬁ 707 199303 1 008
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